
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informatif 

Terbuka 

Amanah 

Komunikatif 

Seimbang 



i 

 

DAFTAR ISI 
 
 

 

Daftar Isi  i 

Kata Pengantar ii 

GAMBARAN UMUM Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 2 

DASAR HUKUM Pelayanan Informasi Publik Dispora Kaltim 5 

GAMBARAN UMUM Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 

Dispora Kalimantan Timur 
7 

KOMITMEN Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Dispora 
Kalimantan Timur 

12 

I. Fasilitas 13 
 A. Fasilitas Elektronik 13 
 B. Fasilitas Non Elektronik 18 

II. Sumber daya manusia 20 

III. Anggaran pelayanan informasi 21 

IV. Waktu pelayanan informasi 22 

V. Jumlah permohonan informasi 22 

VI. Penyelesaian sengketa informasi publik 24 

CAPAIAN Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Dispora 
Kalimantan Timur 

25 

KENDALA Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Dispora 
Kalimantan Timur 

28 

RENCANA TINDAK LANJUT Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 
Dispora Kalimantan Timur 

30 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK 32 

SK KADISPORA TENTANG PPID PELAKSANA 42 



ii 

KATA PENGANTAR 
 

 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Kegiatan 

Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas 

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim tahun 2025 telah diselesaikan. 

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian 

pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh Pelaksana Dinas 

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim tahun 2025 yang disusun sesuai mekanisme 

pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik. 

Di samping itu laporan ini disusun dalam rangka upaya peningkatan 

keterbukaan informasi publik sesuai Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi 

kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan. 

Di dalam laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran 

mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi 

publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan 

adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan 

Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 

Kaltim. 

Atas segala bantuan dan dukungan berbagai pihak hingga kegiatan 

pelayanan informasi dan dokumentasi dapat terlaksana dengan lancar kami 

mengucapkan terima kasih. Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat 

bermanfaat bagi pengembangan pelayanan informasi publik. Terima Kasih. 

 
Samarinda, 28 Februari 2025 

Kepala Dinas, 

ttd 

H.M. Agus Hari Kesuma, SE.,MM.,M.Si 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19670817 199203 1 017 
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Penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik (LIP) pada Dinas 

Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, merupakan 

suatu wujud komitmen dari Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) 

Pembantu dalam menjalankan amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik 

(KIP) Nomor 14 tahun 2008. 

LIP ini juga merupakan kewajiban dalam rangka mempertanggungjawabkan 

seluruh program kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai permasalahan yang 

dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam rangka mewujudkan pelayanan 

kepada masyarakat yang optimal melalui informasi yang berkualitas guna mendukung 

terciptanya pemerintahan yang baik. 

Pelayanan yang terbaik yang dihasilkan dari seluruh program dan kegiatan 

yang dilaksanakan Dispora Kalltim, akan dapat dilihat dan dianalisis dari Laporan 

Tahunan yang memuat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu Dispora 

Kaltim selama satu tahun, untuk melihat perkembangan yang terjadi dari waktu ke 

waktu serta berbagai guna dapat diselesaikan pada tahun-tahun mendatang. 

 

Di sisi lain penyelenggaraan layanan publik tentu juga harus tetap berjalan. 

Oleh sebab itu, inovasi di bidang teknologi informasi merupakan sebuah keniscayaan 

yang harus dilakukan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik untuk memastikan 

pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan efektif. 

 
Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, diperlukan strategi jangka 

pendek untuk membuat pelayanan efektif, yaitu: 

1) Penerapan informasi tekhnologi; 

2) Standarisasi pelayanan; dan 

3) Profesionalisme SDM Aparatur. 



3 

 

Perkembangan teknologi diikuti dengan derasnya arus informasi yang diterima 

oleh publik saat ini, membuat pemerintah perlu untuk membuka akses informasi 

kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan 

lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal 

tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi 

mengenai pelaksanaanpemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang- 

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi kalimantan Timur menyadari bahwa 

keterbukaan informasi publik merupakan bentuk transparasi terhadap masyarakat 

serta merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

dan bersih (good governance) guna meraih kepercayaan dari publik. 
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Perkembangan teknologi diikuti dengan derasnya arus informasi yang 

diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah perlu untuk membuka akses 

informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi 

dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. 

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap 

orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk 

memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih 

lanjut melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (UU KIP). 

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi kalimantan Timur menyadari bahwa 

keterbukaan informasi publik merupakan bentuk transparasi terhadap masyarakat 

serta merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

dan bersih (good governance) guna meraih kepercayaan dari publik. 
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Berikut Dasar hukum dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi publik di Dinas 

Pemdua dan Olahraga Provinsi Kaltim : 

 
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Kemneterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 

6. Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan 

Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan timur; 

7. Peraturan Gubernur Provinsi kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur; 

8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 480.15/K.68.2019 tanggal 

08 Februari 2019 tentang Pembentukan Pejabat pengelola Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Provinsi kalimantan Timur; 

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi kalimantan 

Timur Nomor : 480.15/1039/Dispora-Umum, tentang Pembentukan Pejabat 

Penglola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 

Kalimantan Timur; 
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Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur selaku badan publik 

adalah unsur pelaksana Pemerintahan Provinsi di Bidang Kepemudaan dan 

Keolahragaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 

Nomor. 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas – Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

Sebagai Badan Publik, Dispora menyadari bahwa keterbukaan informasi publik 

merupakan bentuk transparasi terhadap masyarakat serta merupakan salah satu 

langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good 

governance) guna meraih kepercayaan dari publik, dengan membentuk Pejabat 

pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dispora Kaltim. 

Implementasi keterbukaan keterbukaan informasi publik sejalan dengan hak 

warga negara untuk mengetahui kebijakan maupun proses pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana pemenuhan hak dasar masyarakat untuk 

memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih 

lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

publik (UU KIP) yang didalamnya mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

Badan Publik. 

Untuk itu Dispora Kaltim secara sadar menjalankan UU KIP itu dengan 

menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di 

bawah kewenangan Dispora kepada Pemohon informasi publik secara seimbang, 

selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; 

PPID Pelaksana Dispora bergerak dan berkomitmen menyediakan informasi 

publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Disamping itu memanfaatkan 

teknologi dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan 

dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga 

dapat diakses dengan mudah. 

Di samping itu, PPID pelaksana Dispora Kaltim juga terus berupaya melakukan 

perubahan ataupun inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan 

informasi publik. Perbaikan dan pengembangan dilakukan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas layanan. Tidak hanya untuk stakeholder, inovasi digital juga 

diperuntukkan untuk penyelenggara layanan. 
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Komitmen ini terus dijaga oleh Dispora Kaltim de ngan memastikan 

Informasi disampaikan secara informatif, terbuka, amanah, komunikatif dan 

seimbang yang kami singkat Interaksi. 

Guna memenuhi itu semua, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 

Provinsi Kalimantan Timur, Agus Hari Kesuma ketika dilantik pada tanggal 

31 Maret 2023 melakukan langkah strategis khususnya dalam memenuhi 

amanah UU KIP, yakni : 

1) Kadispora Agus Hari Kesuma mengajak seluruh pejabat dan pelaksana 

PPID untuk rapat bersama guna melakukan evaluasi dalam 

pelaksanaan Keterbukaan Informasi. 

2) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, 

disediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik, 

diantaranya dengan Penyediaan Informasi Publik yang Wajib 

diumumkan melalui website dan media sosial, papan informasi, 

pustaka mini, ruang tunggu pemohon informasi, meja petugas PPID. 

3) Melaksanakan amanat Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Informasi 

Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, 

dengan menyediakan Ruang Pelayanan Informasi Publik. 

4) Mengeluarkan SK terkait tentang : 

a) PPID Pelaksana 

b) Standar Pelayanan Dispora Kaltim 

c) Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi 

5) Penerbitan Sop Terkait Pelaksanaan Pelayanan Informasi, meliputi 

SOP Akurasi Penyampaian Informasi Publik, SOP penerapan dan 

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), SPO Daftar Informasi 

yang dikecualikan, SOP uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP 

penanganan Sengeketa Informasi, SPO Permohonan Informasi 

Publik, SOP Pendokumentasian Informasi Publik serta SOP 

pengelolaan Keberatan atas Informasi sehingga informasi dapat 

disampaikan dan diperoleh secara seimbang. 
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6) Penyediaan anggaran khusus bagi operasional PPID Pelaksana melalui 

Sekretariat Dispora Kaltim. 

7) Membuat aplikasi Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemuda dan Olahraga 

yang memuat SIDPO (Sistem Informasi Data Pemuda dan Olahraga) 

Provinsi Kalimantan Timur dibangun untuk mendapatakan data akurat 

mengenai Jumlah Pemuda, Atlit, Pelatih, Sarana dan Prasarana serta 

indikator lainnya yang tercantum dalam Penilaian Panji Kepemudaan dan 

Keolahragaan sehingga kemudian akan berujung pada satu data 

kepemudaan dan keolahragan se Kalimantan Timur yang akurat dan mudah 

diakses oleh siapapun juga. 

8) Peningkatan kualitas bagi PPID Pelaksana Dispora Kaltim melalui kegiatan 

pelatihan dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Komisi Informasi 

serta Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kaltim sebagai PPID Utama 

serta membangun komunikasi efektif dengan kedua lembaga tersebut. 

9) Menyediakan website khusus PPID Pelaksana Dispora Kaltim yang informatif 

dengan menyajikan informasi berkaitan seperti keterbukaan informasi 

program, anggaran, ketersediaan data dan atau pengadaan barang jasa. 

Segala upaya tersebut dilakukan Dispora Kaltim dalam memenuhi amanah 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 keterbukaan Informasi Publik. Dimana 

Dispora percaya bahwa melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi 

keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penyelengaaraan 

pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan khususnya di kalimantan Timur. 

Dengan adanya Keterbukaan informasi ini tentu akan mewujudkan masyarakat 

yang aktif turut serta melakukan pengawasan terhdap kebijakan yang dikeluarkan 

Dispora Kaltim, sehingga timbul rasa kepercayaan antara Dispora Kaltim dengan 

masyarakat yang akhirnya dapat turut serta mewujudkan Kaltim yang berdaulat 

dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. 

Hal ini selain bentuk kepatuhan Dispora Kaltim sebagai badan publik terhadap 

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008, juga merupakan wujud kepedulian terhadap 

hak masyarakat untuk tahu 
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10) Penyediaan anggaran khusus bagi operasional PPID Pelaksana melalui 

Sekretariat Dispora Kaltim. 

11) Membuat aplikasi Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemuda dan Olahraga 

yang memuat SIDPO (Sistem Informasi Data Pemuda dan Olahraga) 

Provinsi Kalimantan Timur dibangun untuk mendapatakan data akurat 

mengenai Jumlah Pemuda, Atlit, Pelatih, Sarana dan Prasarana serta 

indikator lainnya yang tercantum dalam Penilaian Panji Kepemudaan dan 

Keolahragaan sehingga kemudian akan berujung pada satu data 

kepemudaan dan keolahragan se Kalimantan Timur yang akurat dan mudah 

diakses oleh siapapun juga. 

12) Peningkatan kualitas bagi PPID Pelaksana Dispora Kaltim melalui kegiatan 

pelatihan dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Komisi Informasi 

serta Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kaltim sebagai PPID Utama 

serta membangun komunikasi efektif dengan kedua lembaga tersebut. 

13) Menyediakan website khusus PPID Pelaksana Dispora Kaltim yang informatif 

dengan menyajikan informasi berkaitan seperti keterbukaan informasi 

program, anggaran, ketersediaan data dan atau pengadaan barang jasa. 

Segala upaya tersebut dilakukan Dispora Kaltim dalam memenuhi amanah 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 keterbukaan Informasi Publik. Dimana 

Dispora percaya bahwa melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi 

keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penyelengaaraan 

pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan khususnya di kalimantan Timur. 

Dengan adanya Keterbukaan informasi ini tentu akan mewujudkan masyarakat 

yang aktif turut serta melakukan pengawasan terhdap kebijakan yang dikeluarkan 

Dispora Kaltim, sehingga timbul rasa kepercayaan antara Dispora Kaltim dengan 

masyarakat yang akhirnya dapat turut serta mewujudkan Kaltim yang berdaulat 

dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. 

Hal ini selain bentuk kepatuhan Dispora Kaltim sebagai badan publik terhadap 

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008, juga merupakan wujud kepedulian terhadap 

hak masyarakat untuk tahu 



 

 

 



 

 

13 

 
I. FASILITAS 

Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik tentu tak terlepas dari 

tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Untuk memenuhi hak tersebut, 

fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik pada 

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim terdiri atas : 

A. FASILITAS ELEKTRONIK 

a. WEBSITE 

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan 

dilakukan dengan menyediakannya melalui media website 

✓ https://dispora.kaltimprov.go.id 

✓ http://ppid.disporakaltim.info 

Melalui kedua website tersebut, pemohon informasi juga dapat 
mengajukan permohonan informasi melalui kanal permohonan yang telah 
disediakan di dalamnya. 

 

 
 

 
 

http://ppid.disporakaltim.info/
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➢ Penyedian Halaman Formulir Permohonan Informasi 

 

 

 

http://ppid.disporakaltim.info/hubungi-kami.html 

http://ppid.disporakaltim.info/hubungi-kami.html 

http://ppid.disporakaltim.info/hubungi-kami.html
http://ppid.disporakaltim.info/hubungi-kami.html
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b. MEDIA SOSIAL 

Sebagaimana fungsinya, media sosial berfungsi sebagai sarana 

untuk menyajikan informasi perencanaan, pelaksanaan dan pasca 

pelaksanaan program kegitan pembangunan, dalam hal ini khususnya 

pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. 

Semaksimal mungkin media sosial yang dikelola PPID Pelaksana 

Dispora Kaltim didesain untuk memperluas interaksi sosial dengan 

masyarakat sekaligus mendukung demokratisasi pengetahuan dan 

informasi. 

Guna menjangkau lebih banyak masyarakat dan stake holder, 

Dispora Kaltim membuka beragam akun media sosial yakni : 

✓ INSTAGRAM 
 

 
✓ TWITTER 
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✓ FACEBOOK 

▪ Akun 
 

 

 
▪ Halaman 

 
 
 

 
✓ YOUTUBE 
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✓ TELEPON / FAX / E-MAIL : 

 

 

Perangkat Komputer Petugas PPID 

Bagi Pemohon Informasi yang datang langsung ke 

Dispora Kaltim dapat mengoperasikan Komputer yang tersedia di 

Meja Petugas PPID Pelaksana untuk mengunduh langsung 

informasi yang dibutuhkan. 

 
 
 
 
 
 
  
 

✓ 
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B. FASILITAS NON ELEKTRONIK 

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik dalam pasal 5 angka (2) point 5 disebutkan 

bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan 

Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan Nonelektronik. 

Guna menjalankan kewajiban tersebut sejumah fasilitas juga disediakan di 

Kantor Dispora Kaltim bagi masyarakat pemohon informasi. 

✓ PUSTAKA MINI 

Berada di ruang tunggu dan Ruang Pelayanan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disediakan untuk tamu 

ataupun pemohon informasi yang sedang menunggu pemenuhan 

kebutuhan informasi. 

 
 
 

✓ RUANG TUNGGU PEMOHON 

Ruangan ini berada di ruang tengah Kantor Dinas Pemuda 

dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dan berada tepat di depan 

sebelah kiri dekat dari Ruang Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pembantu Dispora Kaltim. Kursi Sofa 

disediakan bersama dengan pustaka mini sebagai bahan bacaan. 
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✓ RUANG PELAYANAN PPID PELAKSANA 

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 

berada tepat di lurus setelah pintu masuk Tower Kadrie Oening atau 

setelah meja Resepsionis dan berada di lobi atau ruang public Kantor 

Dispora sehingga mudah di akses publik dan desain ruangan yang 

menarik untuk pelayanan publik sehingga memberikan suasana 

“hangat” bagi para tamu-nya. 
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II. SUMBER DAYA MANUSIA 

 
Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga 

Provinsi Kalimantan Timur melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada sesuai 

struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah : 

1) Atasan PPID 

2) Ketua PPID Pelaksana 

3) Sekretaris PPID Pelaksana 

4) Pelaksana Harian PPID Pelaksana 

5) Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

6) Bagian Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi 

7) Bagian Arsip dan Tekhnologi Informasi 

8) Bagian Fasilitasi Sengketa Informasi 
 

 
Guna menjalankan tugasnya, Struktur Organisasi PPID Pembantu Dispora Kaltim 

tertuang dalam SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimanatan Timur, 

Nomor : 480.15/250/ Dispora-Umum/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 

sebagai berikut : 

 

Apabila diperlukan, SDM yang ada bertugas secara sinergi untuk memberikan 

layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan 

informasi yang ada di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. 
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III. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI 

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan 

dengan website dibebankan pada Anggaran Sekretariat APBD Tahun 2023. 

Dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan 

publik secara transparan dan akuntabel terhadap permohonan informasi oleh masyarakat 

yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara melalui Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dispora Kaltim dipandang perlu 

untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Biaya Perolehan salinan 

informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim. 

Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan 

Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 065 / 919.A / Dispora-Umum tentang Standar 

Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada pemohon yang disetujui 

permoho-nannya, Dispora Kaltim tidak memungut biaya administrasi, pemohon informasi 

hanya dike-nakan biaya untuk penggandaan informasi/dokumen yang ber-bentuk hard 

copy sesuai harga yang berlaku umum yang akan difasilitasi oleh petugas back office 

PPID. Untuk memperoleh dokumen/ informasi yang ber-bentuk data elektronik/ soft copy 

pemohon juga dapat menyediakan sendiri CD atau flash disk utuk perekaman informasi. 
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IV. WAKTU PELAYANAN INFORMASI 

Pelayanan Informasi Publik Waktu efektif 5 Jam 30 Menit per harinya (Senin-Kamis) 

dan 2 jam dan 30 menit (Jum'at) atau seminggu + 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi 

permohonan informasi dapat diajukan melalui Direct Messages (DM) Instagram, Mesengger 

Facebook, twitter messages,faksimile atau email.. 

Sementara untuk pemenuhan permohonan informasi, PPID Pelaksana mengacu 

pada UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008. 

V. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI 

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima sepanjang tahun 2025 yang 

diajukan pemohon ke Dinas dalam konteks PPID Pelaksana sebanyak 95 (Sembilan puluh 

lima) pemohon yaitu pemohon informasi / aduan melalui media sosial (10), whatsapp media 

center (8), surat ataupun datang langsung (77). 
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Adapun rincian permohonan informasi sebagai berikut : 

1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya 

95 (Sembilan puluh lima) Permohonan Informasi. 

 

 

 

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang DITOLAK sebanyak 0 (Nol) Permohonan . 
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VI. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 

 
Sepanjang tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga tidak terjadi sengketa informasi yang 

mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. 
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Sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa inovasi pelayanan dan capaian yang 

berhasil diraih oleh PPID Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan 

Timur, sebagai berikut : 

1) Melaksanakan secara konsisten terkait ketersediaan informasi yang 

diamanatkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik. 

2) Pembaharuan SK PPID Pelaksana dengan lahirnya SK Kepala Dinas Pemuda 

dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 100.3.3/1332/SK - Dispora 

Umum tentang Pembentukan Pejabat Penglola Informasi dan Dokumentasi 

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur; 

3) Penerbitan Sop Terkait Pelaksanaan Pelayanan Informasi, meliputi SOP 

Akurasi Penyampaian Informasi Publik, SOP penerapan dan Pemutakhiran 

Daftar Informasi Publik (DIP), SPO Daftar Informasi yang dikecualikan, SOP 

uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP penanganan Sengeketa Informasi, 

SPO Permohonan Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi Publik 

serta SOP pengelolaan Keberatan atas Informasi sehingga informasi dapat 

disampaikan dan diperoleh secara seimbang.; 

4) Memberikan layanan Informasi Publik sebanyak 130 permohonan Informasi 

Publik yang berhasil diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025. 

5) Mengikuti Rapat Kerja PPID se-Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh 

PPID Utama Kalimantan Timur di Balikpapan. 

6) Mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik yang 

diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan berhasil 

meraih peringkat terbaik II penghargaan dengan predikat Informatif untuk 

kategori Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah. 

7) Penghargaan sebagai Informan Ahli kepada Atasan PPID Pembantu Dispora 

Provinsi Kalimantan Timur  dalam hal ini Kepala Dinas H.M. Agus Hari 

Kesuma, S.E, M. M, M. Si
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Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, selama tahun 

2025 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain sebagai berikut : 

 
1) Belum seluruh pemohon informasi yang mengetahui mengenai 

keterbukaan informasi publik dan bagaimana proses pengajuan 

permohonan, sehingga pemohon informasi sebagian besar baru 

mengetahui setelah datang langsung ke Dispora Kaltim. 

2) Masih minimnya jumlah SDM yang khusus mengelola PPID Pelaksana. 

3) Adanya keraguan atau keterlambatan satuan penghasil informasi ketika 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu meminta 

informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara 

itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang 

ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi 

yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

lembaga. 

4) Keterbatasan ruang layanan informasi publik sehingga tidak dapat 

melayani pemohon Informasi Publik secara optimal. 

5) Banyaknya data dan informasi terkait dengan Kepemudaan dan 

Keolahragaan yang belum semuanya dapat diakomodir di website, 

untuk itu bagi pemohon informasi terkait dengan tugas dan fungsi Dinas 

maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh organisasi seperti 

Lembaga Swadaya Masyarakat lebih banyak diarahkan yang 

bersangkutan untuk berkunjung di Kantor Dinas. 



 

 

 



 

 

 

 
 

   
31 

 

 
Dispora Kaltim memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang 

terbaik dan semaksimal mungkin kepada masyarakat, untuk itu beberapa rencana 

tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan infomrasi yang dilakukan Dispora 

Kaltim diantaranya : 

1. Mempertahankan dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh bidang 

yang ada guna mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada khususnya UU No.14 

tahun 2008 dan Perki nomor 1 tahun 2021. 

 
2. Memberikan pemahaman kepada Bidang kerja penghasil informasi terkait 

dengan UU No. 14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU 

No. 14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana. 

 

 
3. Peningkatan Kualitas bagi PPID Pelaksana Dispora Kaltim melalui kegiatan 

pelatihan dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Komisi Informasi 

serta Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi kaltim sebagai PPID Utama. 

 

 
4. Membuat aplikasi tambahan pelengkap dari SIDPO dalam upaya 

pemberian Pelayanan informasi dengan menyesuaikan kebutuhan 

organisasi dan perkembangan teknologi. 



 

 

 



32 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 



 

 

35 



 

 

36 



 

 

37 



 

 

36 



 

 

36 



 

 

36 



 

 

36 



 

 

37 



 

 

38 



 

 

39 



 

 

40 



 

 

41 



 

 

 



 

 

 42 



 

 

43 
 
 

  
 



 

 

 
 

 
44 

 
 
 
 
 
 



 

 

45 
 

 
 
 



 

 

46 
 

 
 
 
 
 



 

 

47 

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan 

evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu 

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. 

 

 
SAMARINDA, 22 FEBRUARI 2025 

 

 

PELAKSANA HARIAN PPID PEMBANTU, 
 
 

 
 REZA ROESMANA  

NIP. 198304122010011025 
 

 
MENYETUJUI, 

KETUA PPID PELAKSANA, 
 
 

 
 SRI WARTINI, SE, MM  

NIP. 197706011998031004 

SEKRETARIS, 
 
 

 
DEDI WIDODO, S. Sos 

NIP. 196903302001121001 

MENGETAHUI, 
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

PROVINSI KALTIM SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA, 

 
 

 
H.M. AGUS HARI KESUMA, SE, MM, M. Si 

NIP. 196708171992031017 



 

 

 


